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ABSTRAK 

 
Sengketa perbatasan dibeberapa wilayah di sumatera selatan apabila dibiarkan berlarut-larut  

akan mempengaruhi pembangunan di wilayah tersebut, dan bukan itu saja, masyarakat bahkan dapat 

menjadi korban karena adanya pembangunan yang terhambat dan akibat terburuknya bermuara pada 

sengketa antar masyarakat itu sendiri. Usaha yang dilakukan selama ini adalah penyelesaiaan yang 

dilakukan dengan jalur pengadilan. Namun hal ini belum berhasil dikarenakan proses pengadilan yang 

lama dan berbelit-belit. Oleh karena itu diperlukan suatu mekanisme penyelesaian sengketa alternatif 

yang digunakan dalam penyelesaian masalah ini  Tujuan khusus dari penelitian ini adalah 

mengembangkan metode penyelesaian sengketa konflik yang terbaik dengan menggunakan metode 

hybrid ADR, menguji effektifitas penggunaan metoda ini dalam masyarakat yang bersengketa dan  

mengembangkan  model mekanisme alternatif yang terbaik yang akan digunakan sebagai sebuah 

model penyelesaian sengketa dalam masyarakat yang difokuskan pada kabupaten/kota di provinsi 

sumatera selatan yang mengalami konflik perbatasan di wilayahnya. Model yang dihasilkan tadi akan 

diusulkan kepada pemerintah setempat untuk menjadi masukan bagi penyelesaian sengketa khususnya 

sengketa perbatasan di wilayah mereka. Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah participatory action research yang menggabungkan metode indepth interview, FGD dan IGD 

(internactional action research) dan diuji analisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis dan 

pendekatan empiris deskriptif. 

  

Kata Kunci : konflik, perbatasan, ADR, arbitrase, mediasi 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PRAKATA 

Puji dan syukur kami ucapkan kepada Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan 

ridhoNya jualah tim penulis dapat melaksanakan penelitian sampai selesai dan membuat 

laporan penelitian ini. Penelitian ini berjudul PENYELESAIAN KONFLIK PERBATASAN 

MELALUI  HYBRID MEDIASI-ARBITRASE DI PROVINSI SUMATERA SELATAN: 

Pengembangan Model Hybrid ADR  Dengan Studi Kasus Konflik Perbatasan Kabupaten 

Muara Enim Dengan Ogan Ilir Dan Kota Lubuk Linggau Dengan Kabupaten Musi Rawas 

Tim penulis ingin mengucapkan banyak terimaksih kepada semua pihak yang telah 

sangat membantu dalam melaksanakan penelitian ini. Terutama kepada Bapak Dekan, 

Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, Pembantu Dekan III yang telah berkenan 

memberikan izin dan memberikan bantuan berupa dana dalam melaksanakan penelitian, 

sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. 

Dengan segala keterbatasan  kemampuan dan pengetahuan, tim penulis menyadari 

sepenuhnya bahwa penelitian ini jauh dari sempurna, baik dari segi materi, maupun susunan 

kata dan kalimat. Sehingga tim penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat 

membangun dari pembaca. Semoga penelitian yang sederhana ini dapat memberikan manfaat 

bagi kita semua. Amin. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang  

Perkembangan  setelah reformasi adalah era otonomi yang ditandai dengan tingginya 

aspirasi daerah untuk memekarkan wilayah mereka.  Seperti Kabupaten Ogan Komering Ilir 

(OKI) yang dipecah menjadi Kabupaten OKI dan Ogan Ilir (OI), Kabupaten OKU yang 

dimekarkan kedalam beberapa kabupaten seperti Kabupaten OKU, Kab. OKU Timur, OKU 

Selatan, Kabupaten MUBA yang dipecah menjadi Kabupaten MUBA dan kabupaten 

Banyuasin, serta Kota Lubuk Linggau dan kabupaten Musi Rawas.
1
  Dari sudut administrasi 

pemerintahan, jelas ini sangat menguntungkan, karena pembangunan dapat terlaksana secara 

merata. Pembangunan memang menyentuh keinginan rakyat. Pengendalian keamanan lebih 

mudah dilaksanakan. Dengan demikian, peluang untuk terjadinya konflik yang bermuara 

kepada hal-hal seperti disebut diatas sangat kecil sekali terjadi.  

Memang secara teoritis, analisa diatas sangat rasional. Namun konflik baru dapat 

terjadi berkaitan dengan perebutan sumber daya alam, seperti  minyak dan gas bumi,  batu 

bara, PBB yang ada diwilayah perbatasan antara dua atau lebih kabupaten. Karena adanya 

keinginan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Beberapa sengketa perbatasan yang 

timbul seperti: antara Kabupaten OI dan Kabupaten Muara Enim, dan perebutan wilayah 

antara Kabupaten Musi Rawas dan Lubuk Linggau  merupakan salah satu dari sekian banyak 

kasus yang sedang dan akan terjadi di Sumatra Selatan dan masih berlangsung beberapa saat 

ini.  

                                                           
1
 Pengaturan mengenai pemekaran wilayah diatur dalam Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang  

Pemerintahan Daerah. 



 
 

 

1.2.  Permasalahan  

Konflik yang terjadi ini jelas sangat merugikan apalagi kalau kasus tersebut berlanjut 

sampai ke pengadilan. Masing-masing pihak, baik yang menang ataupun yang kalah akan 

sama-sama mengalami kerugian  berupa waktu, dana dan tenaga. Apalagi terdapat beberapa 

stigma negatif dalam masyarakat kalau terdapat banyak sekali mafia di pengadilan. Dan tidak 

hanya itu saja, suatu konflik yang tidak diselesaikan dan terjadi berlarut-larut dapat 

menyebabkan pula konflik yang lain dalam masyarakat tersebut khususnya yang berada 

didaerah perbatasan. Oleh karena itulah, perlu ada suatu mekanisme yang dapat dipergunakan 

oleh pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan kasus mereka selain menggunakan 

jalur pengadilan,  yang disebut dengan “Alternative Dispute Resolution” (Pilihan Penyelesaian 

Sengketa, yaitu adalah sebuah penataan konflik yang diselesaikan melalui teknik hybrid dari 

kedua metode mediasi dan arbitrase ini. Sehingga permalahan yang akan di teliti dalam 

masalah ini adalah: 

a. Bagaimanakah metode hybrid arbitrase-mediasi dalam menyelesaikan sengketa 

perbatasan di Indonesia khususnya di Sumatera Selatan? 

b. Bagaimanakah pengakuan dan pelaksanaan (recognition and enforcement) dari 

metode hybrid mediasi-arbitrase ini? 

c. Bagaimanakah peran dari pemimpin daerah dalam penyelesaian sengketa 

perbatasan di wilayahnya? 

 

 

 



 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pada dasarnya masyarakat memiliki berbagai macam cara untuk memperoleh 

kesepakatan dalam menyelesaikan suatu sengketa atau konflik.
2
 Cara yang dipakai dan dipilih 

pada suatu konflik tertentu jelas memiliki suatu konsekuensi bagi para  pihak yang bertikai 

maupun bagi masyarakat dalam arti luas. Karena ada konsekuensi tersebut, maka perlu 

adanya penyaluran suatu sengketa tertentu kepada suatu mekanisme penyelesaian sengketa 

yang paling tepat bagi mereka.
3
  

Penelitian yang berkaitan dengan jenis-jenis konflik yang terjadi dalam masyarakat 

pernah dilakukan sebelumnya
4
, bahwa terdapat banyak konflik dalam masyarakat yang dapat 

bermuara kepada pertikaian yang berkepanjangan yang dapat menghambat pembangunan 

diwilayah mereka, misalnya saja konflik mengenai etnis dan agama, yang merupakan suatu 

masalah yang klise namun sangat sering terjadi.  

2.1.  TEORI KONFLIK 

a. Pengertian konflik (conflict) dan pertikaian (dispute). 

Konflik yang terjadi pada manusia merupakan hal yang alami karena bagian dari hidup. 

Sebuah konflik tidak harus menjurus kepada pertikaian (dispute). Tetapi konflik yang tidak 

mendapat penanganan dan penyelesaian secara baik akan menumpuk dan menjadi besar dan 

                                                           
2
Cara yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa ada dua macam, yaitu litigasi (melalui jalur 

pengadilan) berdasarkan hukum acara dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, misalnya pengadilan 

Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung,  dan non-litigasi (diluar jalur pengadilan), misalnya, 

negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase, yang menggunakan pihak ketiga. 
3
Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. Hukum Arbitrase. PT. Raja Grafindo. Jakarta, 2006. Hlm 3. 

4
 Meria utama, socio-etnic conflict dan penyelesaiannya, Penelitian cabang dengan tema umum  

keragaman Bangsa Sebagai Suatu Modal Kekuatan Pembangunan Nasional, Kerjasama ICBC-UGM, Jogjakarta, 

2007.  



 
 

akan mempengaruhi perilaku atau sikap tindak manusia. Tentu saja pada akhirnya akan 

memerlukan sebuah penyelesaian.
5
 

Secara umum “konflik” timbul karena adanya pertentangan antara apa yang diharapkan 

dengan apa-apa yang ada dalam kenyataan. Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik 

diartikan dengan percekcokan; perselisihan; pertentangan. Sedangkan konflik batin adalah 

konflik yang disebabkan adanya dua atau lebih gagasan atau keinginan yang saling 

bertentangan untuk menguasai diri sehingga mempengaruhi tingkah laku. 
6
 Dalam kamus 

bahasa Inggris, konflik diartikan: „competitive or opposing action of incompatibles: 

antagonistic state or action (as of divergent ideas, interests, or persons); mental struggle 

resulting from incompatible or opposing needs, drives, wishes, or external or internal 

demands‟
7
 

b. Teori penyebab konflik. 

Setidak-tidaknya terdapat enam teori yang berkaitan dengan penyebab terjadinya 

konflik. Teori mana yang cocok adalah tergantung dengan jenis konflik yang terjadi, dan 

tujuan yang hendak dicapai. Teori-teori dimaksud adalah:
8
 

1. Teori Hubungan Masyarakat. 

Menurut teori ini, konflik yang terjadi sebagai akibat adanya polarisasi yang terjadi, krisis 

kepercayaan serta permusuhan antara kelompok yang berlainan dalam masyarakat. Tujuan 

yang ingin dicapai oleh teori ini adalah:
9
 

                                                           
5
Achmad Romsan, Teknik Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Dan  

Arbitrase. Universitas Sriwijaya, 2008. hlm. 102. 
6
 Tim Penyusunan Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

Edisi Kedua, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1995. 
7
 Electronic dictionary, Merriam-webster’s collegiate dictionary, copyright 2000, version 2.5 inc, 1977 

8
 Simon Fisher, Jawed Ludin, Steve Williams, Dekha Ibrahim Abdi, Richard Smith, Sue Williams, Cat. 

1., hlm. 8-9. 
9
 Simon Fisher, Jawed Ludin, Steve Williams, et al., hlm. 13. 



 
 

a. Meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang 

mengalami konflik. 

b. Mengusahakan toleransi dan agar masyarakat lebih bisa saling menerima keragaman 

yang ada didalamnya. 

2. Teori Negosiasi Prinsip. 

      Menurut teori ini bahwa konflik yang terjadi itu karena akibat adanya perbedaan 

pandangan dalam melihat sesuatu. Perbedaan itu muncul sebagai akibat adanya posisi atau 

kedudukan yang berbeda dalam masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai oleh teori ini 

adalah:
10

 

a. Membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk memisahkan perasaan pribadi 

dengan berbagai masalah dan isu, dan memampuhkan mereka untuk melakukan 

negosiasi berdasarkan kepentingan-kepentingan mereka daripada posisi tertentu yang 

sudah tetap. 

b. Melancar proses pencapaian kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak atau 

semua pihak. 

3. Teori kebutuhan manusia. 

       Menurut teori ini bahwa konflik yang terjadi dalam masyarakat itu bermuara kepada 

kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi atau terhalangi. Perasaan keamanan, jatidiri, 

pengakuan, peran serta dan otonomi merupakan inti pembicaraan. Karena itu sasaran utama 

yang ingin dicapai oleh teori ini adalah: 

a. Membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk mengindentifikasi dan 

mengupayakan bersama kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi, dan menghasilkan 

pilihan-pilihan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. 
                                                           

10
 Simon Fisher, Jawed Ludin, Steve Williams, et al. hlm. 14. 



 
 

b. Agar pihak-pihak yang mengalami konflik mencapai kesepakatan untuk memenuhi 

kebutuhan dasar semua pihak. 

4. Teori Indentitas. 

      Teori ini berasumsi bahwa konflik yang timbul itu disebabkan karena identitas yang 

terancam, yang saling berakar pada hilangnya sesuatu penderitaan dimasa lalu yang tidak 

diselesaikan. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah: 

a. Melalui fasilitasi lokakarya dan dialog antara pihak-pihak yang mengalami konflik  

mereka diharapkan dapat mengindentifikasi ancaman-ancaman dan ketakutan yang 

mereka rasakan masing-masing dan untuk membangun empati dan rekonsiliasi 

diantara mereka. 

b. Meraih kesepakatan bersama yang mengakui kebutuhan identitas pokok semua pihak. 

5. Teori kesalahpahaman antar budaya. 

Menurut teori ini bahwa konflik yang terjadi dalam masyarakat bermuara kepada 

ketidakcocokan dalam era berkomunikasi diantara berbagai budaya yang berbeda. Karena 

itu sasaran yang hendak dicapai oleh teori ini adalah: 

a. Menambah pengetahuan para pihak yang mengalami konflik mengenai budaya pihak 

lain. 

b. Mengurangi stereotip negative yang mereka miliki tentang pihak lain. 

c. Meningkatkan keefektifan komunikasi antarbudaya. 

6. Teori transformasi konflik. 

        Teori yang terakhir ini berasumsi bahwa konflik yang timbul itu sebagai akibat dari 

masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah-masalah 

sosial, budaya dan ekonomi. Sasaran yang hendak dicapai oleh teori ini adalah: 



 
 

a. Mengubah berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan 

dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan sosial. 

b. Meningkatkan jalinan hubungan dan sikap jangka panjang diantara pihak-pihak yang 

mengalami konflik. 

c. Mengembangkan berbagai proses dan sistem untuk mempromosikan pemberdayaan, 

ketidakadilan, perdamaian, pengampunan, rekonsiliasi, pengakuan. 

            Tujuan bagian ini adalah untuk membahas tema-tema dan aliran-aliran pemikiran teori 

konflik. Hal ini dilakukan untuk memberikan batasan ruang lingkup dan ragam konflik 

sehingga konflik sebagai fenomena sosial dapat diletakkan dalam perspektif yang tepat.  

Tinjauan teori konflik akan mengetengahkan sejumlah pengamatan. Pertama, ada 

banyak sekali literatur yang ditulis tentang sifat dan teori konflik, terutama yang berhubungan 

dengan peperangan. Kedua, kurangnya kesepakatan (consensus) antara pandangan 

kontemporer dan historis mengenai konflik manusia. Ketiga, di antara literature yang sangat 

erat kaitannya (relevan) dengan para ahli teori ilmu politik, ada beberapa dikotomi yang 

mengarah ke pencarian paradigma yang dominan.
11

 

            Dikotomi pertama berkenaan dengan sifat konflik. Dougherty dan Pfaltzgraff 

menjelaskan masalah itu:”Para ilmuwan sosial terbagi dalam persoalan apakah konflik sosial 

harus dipandang sebagai sesuatu yang rasional, konstruktif, dan berfungsi secara sosial, atau 

sesuatu yangb irasional, patologis, dan tidak berfungsi secara sosial”.
12

 Hal ini menimbulkan 

akibat-akibat yang penting, terutama untuk resolusi konflik. Juga ada polaritas yang nyata 

dalam pendekatan-pendekatan teoritisnya. Ada dua pendekatan yang berlawanan: pendekatan 

klasik dan pendekatan behavioris. Pendekatan klasik memusatkan diri pada analisis tataran 

                                                           
11

 Priyatna Abdurrasyid. Separable Doctrine, Arbitration Quarterly Newsletter. Vol II/Jan-Mar2008.  

Hlm. 2 
12

CarolinaDisputeSettlementServices.http://www.notrials.com/mediationarbitration.html. di akses pada 

tanggal 3 maret 2008 



 
 

makro. Perhatiannya tertumpu pada analisa interaksi antar kelompok. Kelompok-kelompok 

ini dapat dibagi ke dalam berbagai sempalan berdasar, antara lain: nasional, institusional, 

etnis, kelas, dan ideologis. Ahli teori klasik menaruh perhatian pada interaksi antar kelompok 

pada tataran sadar (conscious level). Sedangkan kaum behavioris memusatkan diri pada 

tataran mikro, dengan individu, bukan kelompok, sebagai unit kajiannya. Kaum behavioris 

mengkaji faktor ketidaksadaran (the unconscious) untuk memahami faktor-faktor motif yang 

tak terungkapkan. Dougherty dan Pfaltzgraff menggambarkan metode-metode penelitian yang 

lain: kaum behavioris lebih menyukai mengisolasi sedikit variabel dan menganalisa banyak 

kasus untuk menentukan hubungan antar variabel itu.
13

 Sebaliknya, kaum tradisionalis 

(klasik) lebih sering mengkaji semua variabel yang dianggap dapat berpengaruh terhadap 

hasil (outcome) sebuah kasus. 

             Konflik menyebabkan terjadinya interaksi pada tataran yang lebih serius dari sekedar 

kompetisi. Meskipun, sebagaimana yang dinyatakan Schelling, konflik, kompetisi, dan 

kerjasama (cooperation) pada dasarnya saling berkaitan, konflik terjadi manakala tujuan, 

kebutuhan, dan nilai-nilai kelompok-kelompok yang bersaing bertabrakan dan akibatnya 

terjadilah agresi, walaupun belum tentu berbentuk kekerasan.
14

 

 

2.2.    Konsep Alternative Dispute Resolution (ADR)  di Indonesia 

Proses yang paling umum ditempuh untuk menyelesaikan sengketa adalah melalui 

proses pengadilan (litigasi), kemudian seseorang yang terlibat dalam proses pengadilan 

biasanya akan berusaha melakukan penyelesaian sendiri setelah itu kalau tampak sulit akan 

                                                           
13

 Ibid, hal 138. 
14

 Gary Goodpaster, Felix O. Soebagjo dan Fatmah. “Arbitrase di Indonesia: Beberapa Contoh Kasus 
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mencari bantuan dari seorang pengacara.
15

 Pada umumnya sering kali proses penyelesaian 

sengketa lewat pengadilan ini berlangsung sampai puluhan tahun, dan belum lagi biaya, 

pikiran dan tenaga yang terbuang sia-sia.
16

  

Proses perkara melalui pengadilan terkadang hanya bersifat formalistik karena para 

pihak yang bersengketa dipaksakan untuk menerima keputusan pengadilan, walaupun putusan 

itu sendiri dianggap tidak memenuhi rasa keadilan. Setelah itu, muncul di belakang hari rasa 

dendam antara para pihak sehingga sering bertindak main hakim sendiri melalui berbagai 

cara, hal ini merupakan konsekuensi logis dari penyelesaian perkara melalui pengadilan.
17

 

Selain itu, masyarakat juga merasa kecewa terhadap cara-cara tradisional dan konvensional 

penyelesaian sengketa yang tercermin dari kecaman-kecaman yang ditujukan ke pengadilan, 

atau kepada mereka yang menyandang profesi hukum yang kadang-kadang tidak terkendali 

dan mengabaikan hukum yang berlaku.
18

 

Akibat dari berbagai masalah yang ada di dalam proses pengadilan (litigasi), maka 

masyarakat mulai mencari dan memikirkan tata cara yang paling efektif menyelesaikan 

sengketa yang timbul, kemudian terciptalah apa yang dinamakan alternatif penyelesaian 

sengketa (nonlitigasi).
19

 

Penyelesaian sengketa di luar mekanisme pengadilan diperkenalkan di indonesia di era 

tahun 1997-an. Sewaktu krisis ekonomi dan kemudian menjurus kepada krisis politik yang 

membawa kehancuran terhadap rezim Suharto yang telah berkuasa selama kurang lebih 32 
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tahun. Banyak kerusuhan-kerusuhan yeng terjadi menjurus kepada pertikaian antar etnis dan 

keinginan daerah untuk melepaskan diri dari pemerintah pusat.
20

 

Dari berbagai konflik yang terjadi di indonesia waktu itu dapat diklasifikasikan 

kedalam konflik horizontal dan konflik vertikal. Konflik horizontal yaitu konflik yang pada 

umumnya bermotifkan ekonomi seperti masalah, penyerobotan lahan, atau gantirugi lahan, 

biasanya hal ini terjadi antara anggota masyarakat dengan perusahaan misalnya perusahaan 

perkebunan, industri, atau konflik yang terjadi antar sesama kelompok masyarakat.  

  Sedangkan konflik vertikal yaitu konflik yang muatan politiknya lebih kental, konflik 

ini terjadi antara anggota atau kelompok masyarakat atau etnis dengan penguasa atau 

pemerintah,  contohnya yaitu Gerakan Aceh Merdeka (GAM), kasus Papua Merdeka, Kasus 

Ambon, dan sebagainya.  

Banyaknya konflik yang melanda indonesia pasca jatuhnya rezim Suharto 

menyadarkan bahwa ternyata suatu konflik dapat diselesaikan dengan baik yaitu melalui 

alternatif penyelesaan sengketa. Untuk itu, berbagai pendidikan dan pelatihan diselengarakan 

baik yang diseponsori oleh badan-badan swasta nasional ataupun luar negeri yang diberikan 

kepada segenap lapisan masyarakat, kalangan perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat 

bahkan pejabat pemerintah. Sehingga  melahirkan apa yang sekarang disebut dengan 

Alternative Disputes Resolution (ADR) yang kemudian melahirkan banyak pusat studi 

tentang ADR baik di berbagai perguruan tinggi di Indonesia.
21
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Akhirnya pada tanggal 12 Agustus 1999 telah diundangkan dan sekaligus 

diberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase 

Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,
22

  Sehubungan apa yang dikemukakan oleh Huala 

Adolf: 

“This  is the long  awaited act by many in indonesia. In August 1999, the indonesian 

goverment promulgated the Act No.30 of 1999 on arbitration and alternative Diputes 

Resolution of 1999. In the past, there had been many calls for the enactment of this Act as a 

response to the growing needs of an effective, least and reliable settlement of commercial 

disputes in indonesia. With the enactment of Act of 1999, Indonesia for the first time after 45 

years of its existence has its own Arbitration Act. It is probably not common for many 

countries that the Act also includes the provisions on alternative dipute resolution (ADR), 

although the Act provides just one articles from 82 articles contained in the Act.”
23

 

  

Bahwa  keberadaan mekanisme alternatif memang telah ditunggu-tunggu untuk 

diundangkan di Indonesia. Dan diharapkan dengan adanya UU ini maka penyelesaian 

sengketa dengan metoda win-win solutian dapat lebih berkembang lagi karena sama-sama 

outcomenya adalah keuntungan yang equal bagi pihak yang bertikai.  

 

2.3. ADR DAN HYBRID ADR 

Disamping alasan bahwa penyelesaian sengketa secara damai adalah budaya bangsa 

Indonesia, ada beberapa alasasan mengapa alternatif penyelesaian sengketa mulai mendapat 
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perhatian yang lebih di Indonesia, selain faktor-faktor yang telah disebutkan diatas, juga 

faktor-faktor lain, seperti
24

: 

1. Faktor ekonomis, dimana alternatif penyelesaian sengketa memiliki potensi sebagai 

sarana untuk menyelesaikan sengketa yang lebih ekonomis, baik dari sudut pandang 

biaya maupun waktu. 

2. Faktor ruang lingkup yang dibahas, alternatif penyelesaian sengketa memiliki 

kemampuan untuk membahas agenda permasalahan secara lebih luas, komprehensif 

dan fleksibel. 

3. Faktor pembinaan hubungan baik, dimana alternatif penyelesaian sengketa yang 

mengandalkan cara-cara penyelesaian yang kooperatif sangat cocok bagi mereka yang 

menekankan pentingnya hubungan baik antar manusia (relationship), yang telah 

berlangsung maupun yang akan dating.
25

 

Di samping alasan-alasan tersebut, alternatif penyelesaian sengketa, juga mempunyai 

beberapa kelebihan atau keuntungan yaitu:
26

 

1. Sifat kesukarelaan dalam proses, dimana para pihak percaya, bahwa dengan 

menyelesaikan penyelesaian melalui alternatif penyelesaian sengketa, akan 

mendapatkan penyelesaian yang lebih baik dari system litigasi, karena dalam proses 

alternatif penyelesaian sengketa tidak ada unsur pemaksaan. 

2. Prosedur yang cepat, dimana prosedur alternatif penyelesaian sengketa bersifat 

informal pihak-pihak yang terlibat mampu menegosiasikan syarat-syarat 

penggunaannya. 
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3. Keputusannya bersifat non-judicial, karena kewenangan untuk membuat keputusan 

ada pada pihak-pihak yang bersengketa, yang berarti pihak-pihak yang terlibat mampu 

meramalkan dan mengontrol hasil-hasil yang disengketakan. 

4. Kontrol  tentang kebutuhan organisasi dimana prosedur alternatif penyelesaian 

sengketa menempatkan keputusan ditangan orang yang mempunyai posisi tertentu, 

baik untuk menafsirkan tujuan jangka pendek maupun jangka panjang dari organisasi 

yang terlibat, maupun menafsirkan dampak positif dan negative dari setiap pilihan 

penyelesaian sengketa. 

5. Prosedur rahasia (confidential). Prosedur alternatif penyelesaian sengketa memberikan 

jaminan kerahasiaan bagi para pihak dengan porsi yang sama. Para pihak dapat 

menjajaki pilihan-pilihan sengketa yang potensial dan hak-hak mereka dalam 

mempresentasikan data untuk menyerang balik tetap dilindungi.
27

 

6. Fleksibelitas dalam menentukan syarat-syarat penyelesaian masalah dan komprehensip 

di mana prosedur ini dapat menghindari kendala prosedur yudicial yang sangat 

terbatas ruang lingkupnya. 

7. Hemat waktu dan biaya dimana dengan pilihan penyelesaian sengketa melalui 

alternatif penyelesaian sengketa menawarkan kesempatan yang lebih cepat untuk 

menyelesaikan sengketanya. Karena prinsip dalam bisnis time is money dan apabila 

terjadi penundaan penyelesaian sengketa akan diperlukan biaya yang lebih mahal lagi. 

8. Tingginya kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan, karena yang diambil 

adalah keputusan yang didasarkan pada keterllibatan kesepakatan pihak-pihak yang 

bersengketa. 
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9. Pemeliharaan hubungan, dengan alternatif penyelesaian sengketa, mampu 

mempertahankan hubungan kerja atau bisnis yang sedang berjalan maupun pada masa 

yang akan datang. 

10. Kontrol dan lebih mudah memperkirakan hasilnya. Cara penyelesaian melalui 

alternatif penyelesaian sengketa lebih mudah memperkirakan keuntungan dan 

kerugian dibandingkan jika sengketa tersebut diselesaikan melalui proses litigasi. 

11. Keputusannya bertahan sepanjang waktu, karena jika dikemudian hari kesepakatan 

yang telah dibuatnya itu menjadi suatu sengketa lagi. Pihak-pihak yang terlibat lebih 

memanfaatkan bentuk pemecahan sengketa yang kooperatif dibandingkan menerapkan 

pertentangan (advercial). 

Namun dari beberapa jenis ADR, selain kelebihan yang ada seperti penjabaran 

tersebut, tetap saja terdapat beberapa kekurangan, misalkan dalam negosisasi, akan menjadi 

permasalahan seandainya kedua belah pihak yang bersengketa tidak mampu lagi 

berkomunikasi dengan baik dikarenakan emosi atau sebab lainnya, dan tentunya ini akan 

menghambat pencapaian hasil.  Kemudian mediasi, apabila langsung dijembatani oleh pihak 

ketiga  yaitu mediator selaku pihak yang akan membantu proses penyelesaian sengketa, maka 

bisa saja ada hal-hal tertentu yang tidak bisa dikemukakan dalam proses pelaksanaan kegiatan 

mediasinya.
28

  

Oleh karena itu untuk menutupi kekurangan dari masing masing metode dan untuk 

menonjolkan kelebihan dari yang lainnya, agar berperkara melalui ADR dapat lebih effektif 

dan pelaksanakaan kesepakatannya juga tidak mengalami kendala, makan penggabungan dari 

negosiasi dan mediasi perlu untuk dikaji lagi secara lebih mendalam. Hal ini dikarenakan  

ADR mengutamakan komitment dari para pihak untuk mematuhi hasil dari kesepakatan yang 

dibuat dalam proses negosiasi maupun mediasi, dan komitment, dan komitment bisa di 

                                                           
28

 N.Krisnawenda, Hybrid Nature of Arbitration and Mediation, BANI Newletter, Vol.II, Jakarta. Hl, 4. 



 
 

dapatkan apabila memang kedua belah pihak merasa kepentingan mereka terbelakan dalam 

proses ADR ini.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB III 

TUJUAN DAN MANFAAT 

1. Tujuan 

Berkaitan dengan proposal ini, untuk kawasan wilayah yang ada di Kabupaten Ogan 

Ilir dan Muara Enim, ataupun kabupaten Musi Rawas dan Kota Lubuk Linggau, atau 

kabupaten-kabupaten lainya  peluang untuk terjadi konflik, baik konflik perbatasan, ataupun 

konflik perebutan sumber daya alam, ataupun konflik antara masyarakat dengan pemerintah 

akan selalu ada.  Untuk itu sebagai antisifasi terjadi tindakan anarkis dari masing-masing 

pihak, pengetahuan tentang penataan konflik dengan menggunakan teknik ADR (Alternative 

Dispute Resolution) perlu untuk diperkenalkan. ADR merupakan sebuah teknik penyelesaian 

sengketa yang bersifat “Non-violence” melibatkan stake holders yang  terlibat dalam 

sengketa.  

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan model penyelesaian sengketa yang 

mengubah paradigma penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi pengadilan dalam setiap 

penyelesaian konflik yang terjadi dalam masyarakat  dan menggunakan ADR sebagai 

paradiga baru yang dapat diaplikasikan dalam sengketa yang terjadi. Dengan demikian yang 

menjadi masalah pokok dalam masalah ini adalah pengembangan metode penyelesaian 

sengketa melalui hybrid Alternative Dispute Resolution yaitu penggabungan metode negosiasi 

dan mediasi. 

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah menemukan suatu metode 

penyelesaian sengketa konflik yang terbaik dengan menggunakan metode ADR, menguji 

effektifitas penggunaan metode ADR ini dalam masyarakat yang bersengketa dan  

mengembangkan  model mekanisme alternatif yang terbaik yang akan digunakan sebagai 



 
 

sebuah model penyelesaian sengketa dalam masyarakat yang difokuskan pada kebupaten/kota 

di Provinsi Sumatera Selatan yang mengalami konflik perbatasan di wilayahnya dan 

menganalisis partisipasi pemerintah daerah dalam penyelesaian sengketa di wilayahnya. 

Kemudian Model tersebut akan diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota sebagai 

sumbang saran dari akademisi.  

 

2. Manfaat 

1. Manfaat secara teoritis : Untuk menjawab permasalahan yang dipaparkan dalam 

penelitian ini, juga dapat memberikan masukan berupa pengembangan pada mata 

kuliah hukum penyelesaian sengketa internasional. Sehingga metode hybrid mediasi 

dan arbitrase ini dapat menjadi suatu alternative penyelesaian sengketa yang dihadapi 

oleh masyarakat. 

2. Manfaat secara praktis : dapat memberikan kontribusi pemikiran inovatif kepada 

masyarakat khususnya para pihak yang terlibat dalam suatu sengketa bisnis untuk 

akademik dan pemerintah. Sehingga dalam sebuah sengketa mengenai perbatasan 

wilayah maka mekanisme ini dapat digunakan oleh kepala pemerintahan daerah. 

 

3. Urgensi Penelitian  

Kawasan wilayah yang ada di Kabupaten Ogan Ilir dan Muara Enim, ataupun OI dan 

OKI, Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musi Rawas atau kabupaten-kabupaten lainya 

peluang untuk terjadi konflik, baik konflik perbatasan, ataupun konflik perebutan sumber 

daya alam, ataupun konflik antar masyarakat dengan kemungkinan akan terjad. Terlebih lagi 

dalam sengketa perebutan wilayah ini sangat penting untuk segera diatasi agar tidak berlarut-

larut sehingga dapat menghambat pembangunan yang akan dilaksanakan. Kemudian dengan 



 
 

tidak terselesaikannya konflik perbatasan ini, maka tidak hanya wilayah yang menjadi 

permasalahan akan tetapi juga terkait dalam pengelolaan sumber daya alam dan lain-lainnya. 

Hal ini sangat perlu untuk dihindari karena yang dikhawatirkan adalah jika masalah ini 

berlangung terus menerus maka tidak hanya masalah pengelolaan sumber daya alam dan lain 

sebagainya yang akan terpengaruh, bahkan hubungan antar masyarakat pun akan terganggu. 

Sehingga penyelesaian sengketa yang win-win solution sangat perlu untuk dilaksanakan agar 

konflik perbatasan tidak merambah ke konflik yang lain dan pertikaian antar masyarakat 

terjadi.  

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana yang diuraikan diatas maka 

sangat penting dan mendesak untuk dilakukan penelitian hukum  guna menemukan, 

menganalisis dan mengembangkan suatu model ideal yang akan digunakan untuk penyelesain 

sengketa perbatasan di Sumatera Selatan, yang lokasi penelitian hukumnya di fokuskan di 

kabupaten/kota.  

Urgensi dari penelitian ini secara teoritis adalah pengembangan teori ilmu hukum pada 

umumnya dan hukum penyelesaian sengketa pada khususnya. Dan secara praktis 

pengembangan  model penyelesaian sengketa dengan menggunakan alternative-peaceful 

settlement dispute atau penyelesaian sengketa alternative secara damai untuk penyeleaian 

sengketa perbatasan di kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan. Hasil dari penelitian ini 

akan diserahkan kepada pemda kabupaten/kota provinsi sumatera selatan sebagai suatu 

sumbangsih pemikiran dan juga saran bagi pemerintah kota dan kabupaten.  

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat adalah suatu bentuk alternatif penyelesaian 

sengketa diluar jalur pengadilan dapat mengurangi pergesekan yang lebih jauh lagi diantara 

mereka yang bertikai. Penggunaan penyelesaian sengketa dengan cara ADR dapat 

menghasilkan suatu putusan yang win-win solution, sehingga tidak juga akan membekas 



 
 

dikemudian hari pertikaian yang terjadi, sehingga pembangunan akan terus dapat berlangsung 

dan tujuan dari pembangunan itu secara umum dapat terlaksana yaitu masyarakat yang aman, 

makmur dan sejahtera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif analitis, dengan menggunakan 

pendekatan empiris deskriptif. Sejalan dengan latar belakang dan tujuan  dalam penelitian 

yang bersifat eksploratoris sebagai landasan utama dan tolak ukur dalam penyusunan maka 

dilakukan penelitian lapangan melalui wawancara dengan para konsultan dan penelitian 

kepustakaan dengan cara pengumpulan data-data dan teori yang ada melaui kepustakaan, 

sehingga penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis (empiris) bersifat 

eksploiratoris yang bermaksud menguji suatu hipotesa.  

Selanjutnya teknik pengumpulan dapat dilakukan melalui: 

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research ) 

Penelitian kepustakaan dalam rangka memperoleh data primer dan sekunder  yaitu 

bahan hukum primer misalnya Peraturan Pengganti Undang-Undang serta bahan hukum 

sekunder seperti buku –buku (literatur).
29

 Adapun data primer yang akan digunakan berupa 

teori dan informasi yang berkaitan dengan sengketa perbatasan dan alternative 

penyelesaiannya. Acuan khusus lainnya yang akan digunakan adalah hasil-hasil penelitian 

terdahulu yang berkaitan dengan penelitian. Disamping  itu data sekunder juga akan 

dugunakan untuk menujang pencapaian tujuan penelitian  berupa bahan hukum primer, seperti 

undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden. Bahan hukum sekunder seperti 

rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah dan hasil karya ilmiah dari 

kalangan hukumn juga akan digunakan, disamping itu bahan hukum tersier yang memberikan 
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petunjuk pada bahan hukum primer dan sekudner seperti kamus dan ensiklopedia juga akan 

digunakan dalam penelitian ini. 

 

2. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Penelitian lapangan dalam rangka memperoleh data primer maka penulis melakukan 

penelitian langsung.  Pemilihan lokasi penelitian OI dan Muara Enim, serta Kota lubuk 

linggau dan Kabupaten Musi Rawas, dikarenakan  sengketa perbatasan di empat 

kabupaten/kota ini semakin meruncing dan dikhawatirkan akan merambat ke cabang konflik 

yang lainnya.  

 Adapun secara rinci kegiatan yang akan dilakukan dalam penelitian lapangan ini 

adalah sbb :  

a. Pengumpulan data dengan mengenai konflik perbatasan yang ada di daerah provinsi 

sumatera selatan dan cara-cara penyelesaian sengketa yang penah di tempuh. Data 

pada penelitian ini adalah data sekunder dikompilasi dan diskripsi melalui 

dokumentasi atau studi kepustakaan. Proses kompilasi ini dilakukan berdasarkan 

relevansi materi terkait sehingga dapat menunjang substansi, kerangka teori dan 

analisis  

 

penelitian ini. Pengumpulan data sekunder juga  didapat dari litertur kepustakaan 

provinsi dan kabupaten   dan hasil yang diperoleh berupa bahan kepustakaan yang 

berkaitan dengan konflik perbatasan dan ADR. 



 
 

b. Kemudian ada wawancara mendalam  dengan  akademisi dan praktisi dari tokoh 

masyarakat daerah konflik serta kepala biro pemerintahan daerah kabupaten daerah 

konflik. Untuk mendapatkan informasi baik verbal maupun non verbal mengenai 

hak-hak dasar perbatasan wilayah, seberapa jauh konflik yang terjadi dan usaha-

usaha penyelesaian sengketa yang telah dilakukan. 

c. Untuk mengetahui akar permasalahan dan sejarah perbatasan konflik perbatasan  

dilakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan 10 orang yaitu  dosen, mahasiswa 

dan tokoh masyarakat.  

d. Evaluasi hasil dengan menggunakan umpan balik dan validasi data, dengan 

menggunakan metode law indepth  methodology analisis. Dengan melihat validasi 

data dan umpan balik kemudian diuji ulang dengan mengggunakan teori dan 

kerangka konsepyang ada. 

 

3. Penyempurnaan model yang didapatkan dari hasil studi literature, FGD 

4. Terakhir dilakukan evaluasi terhadap keseluruhan data yang didapat dan dibuat dalam 

bentuk laporan penelitian.  Dan analisis data yang akan digunakan untuk menarik 

kesimpulan dalam menjawab permasalahan yang ada.  

5. Dilanjutkan dengan target luaran yaitu penyempurnaan model penyelesaian sengketa dan 

sumbangsih pemikiran ke Pemda kabupaten yang bersengketa. 

 

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas, berikut ini adalah bagan alir penelitian. 

Bagan I : Urutan kegiatan penelitian  
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Metode hybrid arbitrase-mediasi dalam menyelesaikan sengketa lahan di 

Indonesia khususnya di Sumatera Selatan. 

Perkembangan penyelesaian sengketa melalui ADR jika di bidang komersial memang 

sudah mulai banyak diminati. Mereka lebih menyukai penyelesaian sengketa  melalui 

alternative penyelesaian sengketa misalnya melalui negosiasi, mediasi dan juga arbitrase 

karena terdapat kelebihan dan keuntungannya dibandingkan dengan pengadilan. Hal ini 

seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya dikarenakan metode alternatif ini 

memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan penyelesaian sengeketa melalui 

pengadilan. Misalkan penyelesaian sengketa melalui mediasi, para pihak dapat terlibat 

langsung dalam menyelesaikan permasalahan mereka dan bebas memilih mediator yang 

menurut mereka mampu untuk membantu penyelesaian sengketanya dengan hasil  yang win-

win solution.
30

 Sementara disisi lain, keuntungan dari arbitrase adalah biaya yang pasti, lebih 

cepat dari pengadilan dan tentunya kerahasian pihak yang bersengketa lebih terjaga. Selalin 

itu sifat putusan yang final dan binding serta internationally enforceable juga menjadi salah 

satu alasan mengapa pihak yang bersengketa lebih memilih jalur ini.
31

 

Seiring dengan perkembangan zaman dan juga kebutuhan para pencari keadilan maka 

alternative penyelesaian sengketa dan arbitrase juga mengalami bebarapa perkembangan baik 

dalam bentuk maupun prosedurnya. Untuk mengisi kekurangan dari mediasi dimana hasilnya 
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hanya merupakan kesepakatan yang morality enforceable dan proses arbitrase yang hampir 

mirip dengan pengadilan yaitu para pihak menyerahkan putusan sepenuhnya kepada arbiter, 

maka terdapat pengembangan dari dua metode ini yang disebut dengan hybrid nature of 

arbitration berupa med-arb dan arb-med-arb.
32

  

 Beberapa kasus yang telah diselesaikan melalui jalur ini dirasakan sangat effketif, 

dikarenakan tidak adanya pembatalan putusan dan mudahnya pelaksanaan hasil dari proses 

hybrid ini. Oleh karena itu dikarenakan adanya sekngeta antar wilayah yang sedang terjadi 

saat ini di Sumatera Selatan, maka sebaiknya cara yang digunakan jangan melalui pengadilan, 

akan tetapi dengan menggunakan metode ini. Untuk lebih jelasnya bagaimanakah proses 

hybrid dari mediasi dan arbitrase, maka hal tersebut akan dielaborasi secara detail berikut ini. 

 

1. HYBRID ARBITRASE 

Penyelesaian sengketa dengan arbitrase berarti para pihak mengajukan sengketanya 

kepada pihak ketiga yang netral dan kemudian membuat putusan mengenai penyelesaian 

sengketa tersebut, para pihak sepenuhnya menyerahkan putusannya kepada arbiter tanpa 

terlibat dalam pengambilan keputusan.Putusan yang dihasilkan oleh arbitrase adalah putusan 

yang legally binding, yang bisa dimintakan pelaksanaan putusannya jika salah satu pihak 

ingkar. Proses arbitrase di Indonesia dapat kita lihat dalam bagan berikut ini :  

 

                                                           
32

 Pada saat ini BANI telah pula melaksanakan hybrid arbitrase ini yang disebut dengan arb-med-arb. 



 
 

 

Bagan 2. Proses arbitrase institusional. 

  Sementara melalui mediasi, pihak ketiga yang diminta para pihak menjadi mediator 

hanya berfungsi sebagai fasilitator yang membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa 

mereka sendiri, tugasnya hanya memperlancar komunikasi para pihak yang tidak berjalan 

dengan baik ketika negosiasi dilakukan untuk menyelesaikan sengketa mereka. Namun hasil 

dari mediasi hanya berupa putusan yang tidak mengikat yang dibuat dalam bentuk nota 

kesepakatan. Kelemahannya adalah jika salah satu pihak tidak mau mematuhi apa yang 

disepakati maka mereka harus menempuh cara yang lain untuk menyelesaikan sengketa 

mereka misalnya melalui jalur arbitrase atau pengadilan.  

22
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Bagan 3. Proses Mediasi 

Oleh karena itu, untuk menutupi kekurangan dari mediasi dan arbitrase telah 

dikembangkan suatu metode baru yaitu hybrid arbitrase. Kombinasi dari kedua cara ini 

menggabungkan kelebihan dari keduanya. Proses hybrid ini umumnya digunakan untuk 

situasi-situasi khusus dimana para pihak yakin bahwa penyelesaian sengketa memerlukan 

penengah yang mampu untuk memainkan dua peran.
33
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Terdapat tiga bentuk hybrid arbitrase yaitu : 

1. Mediasi-Arbitrase (Med-arb)  

Med-Arb menggabungkan dua metode yaitu mediasi dan arbitrase dalam sebuah hybrid 

proses. Pada med-arb para pihak yang bersengketa baik berdasarkan kesepakatan 

mereka sendiri ataupun saran dari pengacaranya terlebih dahulu memilih mediasi untuk 

menyelesaikan sengketa mereka. Jadi ketika mereka memiliki sengketa mereka memilih 

jalur mediasi terlebih dahulu. Namun jika sebagian atau keseluruhan proses tidak 

berhasil, atau dalam jangka waktu tertentu dalam proses mediasi ditemui jalan buntu, 

maka mediator akan menyarankan para pihak untuk menggunakan arbitrase.  

Jika pihak setuju kemudian mediator akan membuat memorandum of agreement (nota 

persetujuan)  yang menyatakan mereka menyerahkan sengketa mereka untuk 

diselesaikan melalui arbitrase. Dengan catatan dalam nota ini tertuang juga hasil yang 

telah dicapai dalam proses mediasi dan akan dipatuhi oleh para pihak. 

Jadi metode ini menjanjikan kepada para pihak sebuah hasil yang final dan binding 

terhadap masalah yang tidak bisa diselesaikan melalui mediasi. Sehingga pada akhirnya 

semua masalah dapat diselesaikan. Metode ini dapat menghindarkan para pihak dari 

proses pengadilan dikemudian hari. Melalui proses ini, para pihak juga mengembangkan 

partisipasi mereka dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi, tanpa perlu khawatir, 

jika tidak tercapai kesepakatan maka penyelesaian sengketa akan macet ditengah jalan. 

Seperti yang dikutip dalam tulisan Krisnawenda berikut ini tentang keuntungan beracara 

di hybrid arbitrase:
34

  ”The hybrid approach thereby encourages maximum authonomy, 

participation and creative problem solving by the disputant through mediation, while 
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ensuring that, in any event, a final, binding resolution of all issue is near at hand.” 

Metode ini juga digunakan di Amerika Serikat untuk menyelesaikan kasus yang 

berkaitan dengan perburuhan. 

Proses med-arb dapat kita lihat dalam bagan  berikut ini :  

 

Bagan 4.Proses Med-Arb 

 

2. Arbitrase-Mediasi (Arb-Med) 

Metode arb-med ini  kebalikan dengan metode med-arb. Pada metode ini para pihak 

memilih jalur arbitrase untuk menyelesaikan sengketa mereka. Namun putusan yang 

akan dibuat oleh arbiter tidak diberitahukan kepada para pihak tapi disimpan terlebih 

dahulu. Kemudian para pihak kemudian melakukan mediasi dan jika mediasinya sukses 

maka akan dibuat nota kesepakatan dari para pihak. Putusan yang dibuat tadi tidak akan 

mengikat para pihak karena proses arbitrasenya dihentikan.  Bila mediasi tidak berhasil, 
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maka putusan yang telah dibuat tadi yang akan digunakan dan mengikat para pihak 

layaknya putusan arbitrase biasa.  

Bagan  arb-med adalah sebagai berikut : 

 

Bagan 3. Proses Med-Arb 

3. Arbitrase-Mediasi-Arbitrase (Arb-med-arb). 

Metode yang ketiga ini adalah arb-med-arb. Suatu metode yang dipergunakan oleh 

BANI sejak tahun 2003, walaupun aturannya  (rules and procedure) baru dibuat pada 

tahun 2006. Proses penyelesaian sengketa melalui metode ini dimulai dengan arbitrase. 

Pada tahap awal proses arbitrase, arbiter akan menawarkan kepada para pihak untuk 

melakukan mediasi. Jika para pihak setuju maka proses arbitrase akan dihentian 

sementara. Kemudian para pihak  akan menentukan apakah yang menjadi mediator 
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adalah arbiter atau menunjuk orang yang berbeda bahkan dapat melakukan negosiasi 

tanpa bantuan pihak ketiga.
35

 

Jika mediasi kemudian sukses, maka hasil dari mediasi tersebut akan dibuat sebagai 

putusan arbitrase (arbitral award) yang final dan binding.  Semua dokumen atau data 

yang digunakan dalam mediasi tidak akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

putusan arbitrase kecuali disetujui oleh para pihak.  Namun jika mediasi gagal  baik 

sebagian atau keseluruhan atau dalam jangka wakktu yang telah ditentukan untuk proses 

mediasi belum ada persetujuan apapun, maka para pihak akan kembali menyerahkan 

sebagian atau seluruh sengketanya untuk diselesaikan melalui arbitrase. Tentunya 

putusan yang dibuat adalah final and binding. 

 Untuk lebih jelasnya proses dari metode arb-med-arb dapat kita lihat dalam bagan 

berikut ini : 
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Proses Arb-Med kebanyakan digunakan oleh para pihak yang mana salah satu pihak 

ataupun keduanya tidak merasa yakin dengan adanya pihak yang bertindak netral seperti 

arbiter atau hakim dimana mereka mengeluarkan suatu putusan final dan mengikat. Oleh 

sebab itu, para pihak memilih cara lain untuk menentukan penyelesaian sengketa mereka.
36

 

Para pihak pada tahap awal yaitu arbitrase tidak hanya mempunyai kesempatan untuk 

mengetahui maksud dan cara pihak lain untuk mempertahankan posisi (pendapat) mereka, 

tetapi juga dapat melihat tindakan arbiter dalam menyelesaikan perkara mereka. Pada saat 

telah mengetahui posisi (pendapat) atau keinginan pihak lain (pihak lawan), setelah 

sebelumnya telah mengikuti prosedur yang ada pada tahap arbitrase yaitu pertemuan 

pendapat, pemeriksaan saksi dan saksi ahli yang terkait dalam sengketa tersebut, maka salah 

satu pihak bisa saja merasa bahwa mereka dapat menyelesaikan dengan cara lain atau untuk 
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mendapatkan lebih dari apa yang ada pada putusan arbitrase mengenai sengketa tersebut 

terhadap lawannya melalui proses mediasi (nota kesepakatan atau perjanjian mediasi). 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, kelebihan dari proses Arb-Med 

yaitu: 

1. Para pihak yang sedang bersengketa diberikan suatu kesempatan untuk menyelesaikan 

masalahnya terlebih dahulu dengan mediasi sebelum memasuki tahap arbitrase, 

dimana pada proses mediasi tersebut para pihak akan didampingi mediator yang sudah 

terlatih dan berpengalaman; 

2. Apabila para pihak dapat menyelesaikan sepenuhnya mengenai sengketa diantara 

mereka melalui proses mediasi, maka putusan arbitrase tidak akan dikeluarkan 

melainkan akan dibuat suatu nota kesepakatan (perjanjian mediasi) yang telah di 

sepakati oleh masing-masing pihak. 

3. Seluruh permasalahan yang dibawa akan diselesaikan semua melalui proses Arb-Med. 

Apabila didalam proses mediasi hanya menyelesaikan sebagian permasalahan yang 

ada ataupun proses mediasi tersebut gagal, maka akan diselesaikan melalui putusan 

arbitrase. Putusan arbitrase hanya menyelesaikan sengketa yang tidak diselesaikan 

melalui mediasi, jadi apabila terdapat sebagian sengketa yang telah disepakati oleh 

para pihak dengan nota kesepakatan, maka tidak akan diselesaikan lagi melalui 

arbitrase. 

Kekurangan dari proses Arb-Med tersebut, yaitu: 

1. Apabila didalam prose mediasi para pihak dapat menyelesaikan seluruh sengketa yang 

ada diantara mereka dengan suatu nota kesepakatan (perjanjian mediasi), maka proses 

arbitrase yang telah dilakukan sebelumnya akan tidak berguna, selain itu para pihak 

juga tetap harus mengeluarkan biaya untuk pelaksanaan proses arbitrase tersebut, 



 
 

sehingga dari segi biaya maka akan terasa lebih mahal karena proses arbitrase itu 

sendiri tidak akan digunakan apabila dalam mediasi para pihak dapat menyelesaikan 

semua sengketa; 

2. Para pihak dalam melakukan mediasi dapat saja merasa tertekanan atau letih karena 

sebelumnya mereka telah mengikuti tahapan-tahapan yang ada pada arbitrase, 

sehingga pada tahap mediasi tersebut para pihak cenderung untuk mempertahankan 

pendapatnya masing-masing, sehingga proses mediasi tidak akan berjalan dengan 

baik. 

Pada proses arbitrase hybrid yang telah dijelaskan diatas, dimana terdapat 3 bentuk 

proses arbitrase hybrid yaitu: Med-Arb, Arb-Med, dan Arb-Med-Arb. Maka dapat dilihat 

dengan jelas bahwa dari ketiga proses tersebut proses yang terbaik yaitu proses Arb-Med-Arb.  

Hal ini dikarenakan bahwa pada proses Med-Arb, arbitrase hanya dapat dilakukan 

apabila para pihak yang bersengketa itu setuju untuk melanjutkannya kepada proses arbitrase, 

sebelum adanya proses arbitrase, para pihak yang bersengketa harus mempunyai kesepakatan 

diantara mereka untuk melanjutkan penyelesaian sengketa mereka dengan cara arbitrase, 

namun apabila salah satu pihak tidak setuju untuk melanjutkan perkara mereka ke arbitrase, 

maka hasil dari kesepakatan mediasi tersebut hanya berupa nota kesepakatan (perjanjian 

mediasi) sehingga apabila salah satu pihak tidak mau mengikuti perjanjian mediasi tersebut, 

maka pihak lain harus menuntutnya ke pengadilan dan hal ini akan memakan waktu dan biaya 

yang lebih besar.
37

 

Pada prose Arb-Med, dimana para pihak yang sedang bersengketa akan dibawa 

kepada proses arbitrase terlebih dahulu. Pada tahap arbitrase tersebut, para pihak mengikuti 

semua prosedur yang ada pada arbitrase, mulai dari pemeriksaan alat bukti, saksi, saksi ahli, 
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dll, sampai dengan tahapan akhir yaitu pembacaan putusan. Namun sebelum di bacakan 

putusan arbitrase, maka para pihak akan dibawa ke proses mediasi dimana para pihak dapat 

menyelesaikan permasalahan yang ada di antara mereka dengan kesepakatan bersama 

sehingga akan dibuat nota kesepakatan (perjanjian mediasi). Apabila pada saat mediasi 

tersebut, ternyata para pihak dapat menyelesaikan seluruh sengketa yang ada di antara para 

pihak tersebut, maka akan dibuat suatu nota kesepakatan (perjanjian mediasi), sehingga 

putusan arbitrase yang dibuat dalam proses arbitrase dimana sebelumnya telah dilalui oleh 

para pihak tidak akan digunakan (tidak akan disampaikan atau disimpan), sehingga dapat 

dikatakan tidak berguna sama sekali, dan disisi lain para pihak harus membayar proses 

arbitrase yang telah dijalaninya sehingga biaya akan lebih besar karena harus membayar 

arbitrase tersebut.  

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa apabila para pihak bersepakat dalam 

menyelesaikan sengketa mereka pada saat mediasi, maka hasil dari kesepakatan mereka hanya 

berupa suatu perjanjian di antaranya, buka merupakan putusan yang bersifat final dan 

mengikat. 

Kedua proses diatas yaitu Med-Arb dan Arb-Med ternyata tidak memberikan jaminan 

suatu hasil yang bersifat final dan mengikat seperti halnya sebuah putusan arbitrase, hal ini 

dikarenakan kesepakatan yang dibuat dalam mediasi pada Med-Arb dan Arb-Med hanya 

berupa suatu nota kesepakatan (perjanjian) dimana pada saat salah satu pihak tidak mau 

mengikuti aturan di dalam perjanjian tersebut, maka pihak lain akan membawa masalah ini 

kepada arbitrase atau pengadilan lagi. Jelas sekali disini akan ada pemborosan waktu dan 

biaya yang akan dikeluarkan oleh pihak yang merasa dirugikan.  

Namun, apabila para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa mereka melalui proses 

Arb-Med-Arb, maka terdapat suatu keuntungan yang akan diperoleh para pihak yaitu hasil 



 
 

dari kesepakatan berupa nota kesepakatan (perjanjian mediasi) yang dibuat para pihak, akan 

dibawa ke proses arbitrase dan akan dijadikan putusan arbitrase yang final dan mengikat 

(binding), sehingga pelaksanaannya akan dapat dilaksanakan oleh masing-masing pihak.
38

 

Oleh karena itu, dari ketiga proses Arbitrase Hybrid yang ada dimana berupa Med-Arb, Arb-

Med, dan Arb-Med-Arb, yang merupakan proses terbaik untuk diterapkan di Indonesia yaitu 

proses Arb-Med-Arb dimana pada proses tersebut menjanjikan suatu putusan yang bersifat 

final dan mengikat serta semua permasalahan yang dibawa kepada proses Arb-Med-Arb 

tersebut akan diselesaikan melalui proses ini.  

 

B. Pengakuan dan pelaksanaan (recognition and enforcement) dari metode hybrid 

mediasi-arbitrase. 

     Pengakuan dan pelaksanaan hybrid mediasai dan arbitase ini pada dasarnya sama 

dengan pelaksanaan putusan arbitrase biasa, baik itu terhadap putusan arbitrase yang nasional 

maupun internasional. Hal ini dikarenakan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa 

proses ini terbentuk di karenakan adanya suatu kombinasi untuk menutupi kekurangan dari 

proses mediasi, yang sifatnya bukan putusan akan tetapi kesepakatan para pihak. Kekuatan 

hukum dari kesepakatan para pihak ini tentunya akan sangat kurang. Oleh karena itu hasil 

akhir dari proses hybrid arbitrase dan Mediasi ini adalah Putusan Akhir yang disebut “award” 

sehingga pelaksanakan putusan dari proses ini sama dengan pelaksanaan putusan arbitrase 

biasa. 

1. Putusan Arbitrase Hybrid Dalam Bentuk Putusan Arbitrase 

Terdapat perbedaan antara putusan arbitrase nasional dan internasional. Menurut pasal 

1 angka 9 Undang-Undang Arbitrase, putusan arbitrase internasional adalah putusan yang 
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dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbitrase perorangan di luar wilayah hukum 

Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang 

menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase 

internasional. Secara argumentum a contrario, dapat dirumuskan putusan arbitrase nasional 

adalah putusan yang dijatukan di wilayah hukum Republik Indonesia. Sepanjang putusan 

tersebut dibuat berdasarkan dan dilakukan di Indonesia, maka putusan arbitrase ini termasuk 

dalam putusan arbitrase nasional.
39

 

Pengertian putusan arbitrase internasional merupakan penjelasan lebih lanjut dari 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan 

Arbitrase Asing. Pasal 2 dari peraturan tersebut menyebutkan: 

“yang dimaksud dengan putusan arbitrase asing adalah putusan yang dijatuhkan oleh 

suatu badan arbitrase ataupun arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik 

Indonesia, ataupun putusan suatu badan arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut 

ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase asing, yang 

berkekuatan hukum tetap”. 

Dari bunyi rumusan tersebut, suatu putusan arbitrase akan dikualifikasikan sebagai 

putusan arbitrase internasional atau asing, jika putusan arbitrase tersebut dijatuhkan di luar 

wilayah teritorial hukum Republik Indonesia. Sepanjang putusan arbitrase tersebut diputuskan 

di luar wilayah hukum Republik Indonesia, maka dia dikualifikasikan sebagai putusan 

arbitrase internasional atau asing. Wilayah hukum suatu negara itu termasuk kawasan tertentu 

yang menurut hukum internasional dianggap sebagai bagian wilayah hukum negara yang 

bersangkutan. 
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Untuk menentukan putusan arbitrase tersebut merupakan putusan nasional atau 

internasional, didasarkan pada prinsip kewilayahan (territory) dan hukum yang dipergunakan 

dalam penyelesaian sengketa arbitrase tersebut. Di samping berdasarkan pada tempat 

dijatuhkan putusan arbitrase, juga didasarkan pada hukum yang dipergunakan para pihak 

dalam menyelesaikan sengketa arbitrase tersebut. Apabila mempergunakan hukum asing 

sebagai dasar penyelesaian sengketanya, walaupun putusan dijatuhkan didalam wilayah 

hukum Republik Indonesia putusan arbitrase tersebut tetap merupakan putusan arbitrase 

internasional. Sebaliknya apabila para pihak yang bersengketa itu bukan berkewarganegaraan 

Indonesia, tetapi menggunakan hukum Indonesia sebagai dasar penyelesaian sengketa 

arbitrasenya, maka putusan arbitrase tersebut merupakan putusan arbitrase nasional.
40

 

 

2. Pelaksanaan putusan Hybrid Arbitrase nasional. 

Pelaksanaan putusan arbitrase nasional diatur didalam Pasal 59-64 UU No. 30/1999. 

Pada dasarnya putusan arbitrase nasional harus dilasanakan oleh para pihak secara suka rela. 

Jika para pihak tidak bersedia melaksanakan putusan arbitrase secara suka rela, maka putusan 

arbitrase nasional itu dilaksanakan secara paksa.
41

 

Untuk itu, agar putusan arbitrase nasional dapat dilaksanakan, putusan tersebut harus 

diserahkan dan didaftakan lebih dahulu di kepaniteraan pengadilan negeri.
42

 Penyerahan dan 

pendaftaran tersebut dilakukan dengan pencatatan dan penandatangan bersama-sama pada 

bagian akhir atau dipinggir putusan oleh Panitia Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya 

yang menyerahkan. Selanjutnya, catatan tersebut menjadi dan merupakan akta pendaftaran 

putusan arbitrase nasional. 
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Pasal 59 UU No. 30/1999 menentukan batas waktu penyerahan dan pendaftaran 

putusan arbitrase nasional tersebut, yaitu dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) 

hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan oleh arbiter atau majelis arbitrase. Bila 

tindakan deponir terhadap putusan arbitrase nasional tidak dipenuhi, maka berakibat putusan 

arbitrase nasional yang bersangkutan tidak dapat dilaksanakan.
43

Penyerahan dan pendaftaran 

dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan 

oleh panitera pengadilan negeri dan arbiter atas kuasanya yang menyerahkan; catatan itu 

merupakan pendaftaran.
44

 

Putusan arbitrase nasional bersifat mandiri, final dan mengikat (seperti keputusan yang 

memiliki kekuatan hukum yang tetap). Sehingga Ketua Pengadilan Negeri tidak 

diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase nasional tersebut. 

Kewenangan memeriksa yang dipunyai Ketua Pengadilan Negeri terbatas pada pemeriksaan 

terbatas pada pemeriksaan secara formal terhadap putusan aritrase nasional yang dijatuhkan 

oleh arbiter atau majelis arbitrase.
45

 

Pasal 62 ayat (2) UU No. 30/1999 menyebutkan: ”Ketua Pengadilan Negeri … 

sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan 

arbitrase memenuhi Pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 30/1999 serta tidak bertentangan dengan 

kesusilaan dan ketertiban umum
46

.” Dalam hal putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), Ketua Pengadilan Negeri menolak 

permohonan eksekusi. Atas penolakan oleh Ketua Pengadilan Negeri tidak terbuka upaya 

hukum apa pun. 
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Ketua Pengadilan Negeri akan menolak suatu permohonan pelaksanaan putusan 

arbitrase nasional jika terdapat alasan-alasan sebagai berikut: 

a. Putusan dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase yang tidak berwenang untuk 

memeriksa, mengadili dan memutus perkara sengketa arbitrase yang bersangkutan; 

b. Putusan dijatuhkan melebihi batas kewenangan arbiter atau majelis arbiterase yang 

diberikan oleh para pihak yang bersengketa; 

c. Putusan yang dijatuhkan ternyata tidak memenuhi syarat-syarat penyelesaian 

sengketa melalui arbitrase, yaitu: 

(1) Sengketa yang diputus bukan sengketa di bidang perdagangan atau tidak 

termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan yang menjadi wewenang 

lembaga arbitrase untuk menyelesaikannya; 

(2) Sengketa yang diputus bukan mengenai hak yang menurut hukum dan 

peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang 

bersengketa; 

(3) Sengketa yang diputus ternyata termasuk sengketa peraturan perundangan-

undangan tidak dapat diadakan perdamaian; 

d. Putusan yang dijatuhkan ternyata bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban 

umum.
47

 

Meskipun demikian, mengenai hal ketertiban umum pada point d, sampai saat ini 

masih sangat sulit didefinisikan. Tidak ada kesepakatan tentang hal-hal yang terkait dengan 

ketertiban umum yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menolak putusan arbitrase 

nasional bahkan putusan arbitrase internasional. Hal ini sangat tergantung masing-masing 
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negara yang dipengaruhi oleh falsafah bangsa, kondisi masyarakat, sistem hukum, 

pemerintah, dan lain-lain.
48

 

Maka dari itu, mengingat sulitnya mengklasifikasikan suatu putusan arbitrase yang 

bertentangan dengan ketertiban umum, dapat digunakan salah satu kriteria sebagai berikut: 

a. Putusan arbitrase melanggar prosedur arbitrase yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan negara, misalnya kewajiban untuk mendaftarkan putusan 

arbitrase di pengadilan setempat tidak dilaksanakan; 

b. Putusan arbitrase tidak memuat alasan-alasan, padahal peraturan perundang-

undangan negara tersebut mewajibkannya; atau 

c. Jika salah satu pihak tidak mendapat kesempatan untuk didengar argumentasinya 

sebelum putusan arbitrase dijatuhkan.
49

 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa penolakan eksekusi oleh Pengadilan 

Negeri terhadap suatu putusan arbitrase hanya dapat dilakukan dengan alasan-alasan yang 

sangat terbatas dan khusus. Oleh karena itu, penolakan eksekusi tersebut oleh Pengadilan 

Negeri diharapkan tidak akan menimbulkan distorsi terhadap sifat “final dan “mengikat” dari 

suatu putusan arbitrase. 

 

C. Peran Pemimpin Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Perbatasan Di 

Wilayahnya 
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Kasus-kasus yang menyangkut sengketa dibidang pertanahan dapat dikatakan tidak 

pernah surut, bahkan mempunyai kecenderungan untuk meningkat dalam kompleksitas 

permasalahannya maupun kuantitasnya seiring dinamika dibidang ekonomi sosial dan politik.  

 Tipologi kasus-kasus dibidang pertanahan secara garis besar dapat dipilih menjadi 

lima kelompok. Yaitu : 

a. Kasus-kasus yang berkenaan dengan penggarapan rakyat atas tanah-tanah perkebunan, 

kehutanan dan lain-lain; 

b. Kasus-kasus yang berkenaan dengan pelanggaran peraturan landreform; 

c. Kasus-kasus yang berkenaan dengan ekses-ekses penyediaan tanah untuk 

pembangunan; 

d. Sengketa perdata berkenaan dengan masalah tanah; 

e. Sengketa berkenaan dengan tanah ulayat. 

Tanah sebagai hak ekonomi memang sering memunculkan konflik atau sengketa.  Apabila 

sengketa tanah ini tidak segera diselesaikan maka akan berdampak buruk baik untuk 

masyarakat maupun wilayah yang bersengketa secara umum.
50

 Secara ekonomis sengketa 

memaksa pihak yang terlibat untuk mengeluarkan biaya. Semakin lama proses penyelesaian 

sengketa itu, maka semakin besar biaya yang harus dikeluarkan.  

Di Sumatera Selatan sendiri Terdapat beberapa kasus sengketa perbatasan yang 

menyangkut perbatasan dibeberapa kabupaten misalnya, sengketa perbatasan antara 

Kabupaten Muara Enim dan Ogan Ilir, Kabupaten Musi Rawas dan Lubuk Linggau. Adapun 

sengketa ini memiliki dampak lainnya yaitu proses administrasi yang rumit seperti 

pengurusan KPT dan lain-lainnya, namun selalu yang berkaitan dengan hal yang bersifat 

ekonomi member dampak yang lebih luas  yang seperti yang terjadi di Musi Rawas dalam 

sengketa  kepemilikan blok Suban IV, X , XI dan Durian Maboek II serta dana bagi hasil 
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DBH, atau sengekta yang ada di  Banyuasin mengenai  kasus sengketa tanah yang belum 

selesai di Banyuasin kasus tanah PTPN VII dengan warga Sidomulya atau  kasus sengketa 

tanah seperti di kecamatan Banyuasin I yang masih belum selesai selesai ganti ruginya. 

Dalam sengketa ini misalnya sengketa blok Suban, kasus di masukkan ke pengadilan negeri 

Lubuk Linggau, dan ternyata setelah kasus dimasukkan ke pengadilan, masih ada lagi 

permasalahan lainnya yang muncul bahwa pengadilan tidak memiliki kewenangan dalam 

mengadili sengketa ini.
51

  

Dalam sengketa yang terjadi di beberapa daerah ini agar tidak berlarut – larut sebaiknya 

perlu adanya campur tangan dari pemimpin daerah masing-masing dalam penyelesaian 

masalahanya. Pemimpin daerah dapat menjadi mediator yang tentunya tidak memihak kepada 

salah-satu pihak. 

Bagi Indonesia, penyelesaian sengketa secara musyawarah dan mufakat memperoleh 

dukungan akar budaya yang hidup dan dihormati  dalam lalu lintas pergaulan sosial. Walau 

dari sisi lain terdapat kelemahan penyelesaian sengketa dalam masyarakat tradisional secara 

musyawarah lebih ditekankan untuk menjaga keharmonisan namun kadangkala mengabaikan 

kepentingan dari pihak yang bersengketa. Musyawarah dan mufakat ini juga baiasanya 

dipimpin oleh tetua adat di wilayah yang bersengketa.  

Dalam kegiatan focus group discussion (selanjutnya disebut FGD) yang dihadiri oleh para 

tetua adat, lurah dan beberapa perangkat desa, ditemukan bahwa penyelesaian sengketa 

melalui jalur musyawarah biasa dialakukan, dan biasanya hasil kesepakatan di laksanakah 

oleh para pihak secara sukarela.
52
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Proses mediasi juga dikenal oleh para peserta FGD yang diundang. Ketika mereka 

menjadi mediator para pihak dipanggil secara tertulis untuk meghadiri pertemuan pada hari, 

tanggal dan jam yang sudah ditentukan oleh mediator. Dalam pertemuan ini pihak yang 

bersengketadiberi kesempatan mengemukakan pandagannya tentang posisi dirinya dalam 

sengketa dan kondisi khususnya serta keinginannya dalam rangka penyelesaian sengketa 

Apabila dirasakan tidak cukup maka masih dimungkinkan untuk dilaksanakan pertemuan 

kedua. Setelah kesepakatan dicapai maka masing-masing pihak berjanji akan mematuhi hasil 

yang dicapai.  

Selanjutnya mengenai hasil kesepakatan ternyata tidak semuanya dipatuhi oleh para pihak. 

Hal ini menunjukkan bahwa norma moral sebagai dasar untuk melaksanakan hasil 

kesepakatan belum terhayati oleh warga masyarakat yang menempuh cara penyelesaian 

sengketa diluar pengadilan.  

Fungsi pemimpin daerah dalam penyelesaian sengketa lahan dapat sekaligus menjadi 

mediator dan arbiter. Selaku mediator maka fungsinya  adalah sebagai berikut Dalam sebuah 

proses mediasi, mediator menjalankan peran untuk menengahi para pihak yang bersengketa. 

Peran ini diwujudkan melalui tugas mediator yang secara aktif membantu para pihak dalam 

memberikan pemahamannya yang benar tentang sengketa yang mereka hadapi dan 

memberikan alternative solusi yang terbaik bagi penyelesaian sengketa diajukan mediator 

sepenuhnya berada dan ditentukan sendiri oleh kesepakatan para piha yang bersengketa. 

Mediator tidak dapat memaksakan gagasannya sebagai penyelesaian sengketa yang harus 

dipatuhi. 

Prinsip ini kemudian menuntut mediator adalah orang yang memiliki pengetahuan 

yang cukup luas tentang bidang-bidang terkait yang dipersengketakan oleh para pihak. 



 
 

Bila diperhatikan berbagai macam cara untuk penyelesaian sengketa memiliki 

keunggulan dan kelemahan masing-masing, misalnya pencapaian consensus bersama yang 

terjadi dalam Hukum Adat Indonesia, di samping menyelesaikan sengketa tertentu, juga 

membantu membangun dan melindungi komunitas, tetapi kadang kala yang muncul dalam 

upaya untuk memperoleh kesepakatan hanya berupa bentuk pemaksaan yang terselubung, 

yaitu para pihak yang bersengketa dipaksa menyetujui demi kepentingan pihak komunitas. 

Pada beberapa kasus seperti ini, kebutuhan dan kepentingan pihak yang bersengketa mungkin 

tidak terpenuhi sama sekali. Hal ini tentunya merugikan pihak yang bersengketa. 

Tugas mediator telah diatur di dalam Bab III PERMA Nomor 2 Tahun 2003, ada 

beberapa hal yang tidak diatur di daalam PERMA. Perlu ditempuh oleh para mediator, yaitu 

antara lain: 

Tugas pertama seorang mediator: adalah memberikan nasehat dan mengarahkan para 

pihak atau wakilnya agar mau menyelesaikan sengketanya secara damai, setelah selesai 

memberikannasehat atau pengarahan, kemudian pihak tergugat dipersilahkan menunggu di 

luar ruangan dan mediator melanjutkan dengan memberikan kesempatan kepada pihak 

penggugat atau kuasanya mengungkapkan sejelas-jelasnya permasalahan yang menjadi 

sengketa sejak awal hingga keadaan yang sekarang, kemudian mediator memberikan 

pandangannya bagaimana sebaiknya mengatasi permasalahan tersebut sehingga pihak 

penggugat tidak dirugikan dan pihak tergugat juga diberi kemudahan-kemudahan memenuhi 

tuntutan tersebut. Kemudian penggugat disuruh menunggu di luar dan tergugat atau kuasanya 

dipanggil masuk, mediator mempersilahkan tergugat memberikan keterangannya sehubungan 

dengan adanya tuntutan pihak penggugat. Bila ada hal-hal yang janggal atau kurang jelas 

keterangan tergugat mediator mengajukan pertanyaan- pertanyaan atau minta kejelasan dari 



 
 

tergugat tentang hal-hal yang belum ditanggapi oleh tergugat, setelah selesai, mediator 

menawarkan beberapa solusi agar sengketa tersebut dapat selesai secara damai.
53

 

Tugas kedua seorang mediator: adalah memanggil kedua belah pihak memasuki ruang 

mediasi, mediator mempersilahkan pihak penggugat atau kuasanya mengajukan poin-poin 

tuntutannya dan bila ada solusi damai yang ditawarkannya hendaknya diajukan secara tertulis, 

bila ada hal yang dianggap mediator belum konkrit, mediator meminta agar penggugat 

mengulangi dan menjelaskan hal tersebut. Selanjutnya agar tergugat memberikan 

tanggapannya serta solusi damai yang ditawarkannya secara tertulis, dan mediator meminta 

kejelasan hal-hal yang dianggap kurang jelas.
54

 

Tugas ketiga seorang mediator: adalah mengelompokkan bagian-bagian yang telah 

disepakati, bila semua bagian telah disepakati berarti mediator berhasil mendamaikan para 

pihak, bila masih ada bagian yang belum disepakati maka pertemuan dilanjutkan pada hari 

dan tanggal yang telah disepakati bersama, dan mediator mengingatkan kepada para pihak 

untuk berfikir kembali dan mengajukan tawaran jalan keluar atas hal-hal yang belum 

disepakati tersebut secara tertulis dan diajukan kepada mediator pada hari dan tanggal yang 

telah disepakati tersebut. 

Seorang kepala daerah yang baik seharusnya mampu juga memahami proses 

bermediasi ini karena akan sangat penting dalam menunjang tugas yang akan dilaksanakannya 

sebagai pemimpin wilayah yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan setiap persoalan 

yang berada dalam wilayah jurisdisksinya.  

 

Sebagai seorang arbiter, fungsinya juga sebagai pemberi keputusan seandainya proses 

mediasi yang dilakukan mengalami kebuntuan, bahkan jika mediasipun tetap berjalan lancer 
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maka si arbiter dapat membuat putusan yang tetap yang isinya merupakan kesepakatan dalam 

mediasi. Dalam Uji simulasi yang dilakukan setelah FGD selesai dilaksanakan maka terlihat 

bahwa masing-masing pemimpin wilayah atau tetua adat lebih memahami fungsi mereka 

dalam membantu penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi diwilayah masing-masing. 

Indikator keberhasilannya adalah putusan dari kasus yang diberikan yang bisa diambil jalan 

tengahnya kemudian dituangkan dalam sebuah keputusan yang memiliki kekuatan hukum 

yang tepat. 

Dikarenakan dalam pembahasan sebelumnya bahwa dalam sebuah proses mediasi 

memiliki kekuarangan yaitu pelaksanaan terhadap kesepakatannya, maka Hybrid dari Mediasi 

dan arbitrase sebaiknya dilakukan, yaitu setelah proses mediasi dilaksanakan maka 

kesepakatannya dituangkan dalam putusan arbitrase, sehingga dapat didaftarkan di pengadilan 

setempat dan memiliki support moral dalam pelaksanaan kesepakatan proses mediasi yang 

telah dilaksanakan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Rencana Anggaran Belanja 

 

No Keterangan @ Rp @ Jumlah 

1 Bahan dan peralatan penelitian   955.000 

     - Kertas HVS A4 80 gr 3 35.000 105.000 

     - CDR-Blank 1 150.000 150.000 

     - Printer Ink Canon 4 150.000 600.000 

     - Kaset Handycam 2 50.000 100.000 

2 ATK   2.267.000 

     - Flashdisk  2 150.000 300.000 

     - Memory Card 1 300.000 300.000 

     - Card Reader 1 150.000 150.000 

     -  Pensil  1 ktk 15.000 15.000 

     - pena balliner 1 ktk 120.000 120.000 

     - block note  11 lsn 60.000 660.000 

     - Baterry 1 110.000 110.000 

    - Bander Clips 1 12.000 12.000 

     

3 Pembuatan proposal   84.000 

 -Copy proposal (8 buah) 240 150 36.000 

 - Jilid langsung  8 6.000 48.000 



 
 

4 Honor   3.050.000 

 a. Ketua 1 1.500.000 1.500.000 

 b. Anggota 2 775.000 1.550.000 

     

5 Seminar   1.550.000 

 a. Snack peserta 30org 5.000 150.000 

 b. Biaya Penyelenggaraan 1 200.000 200.000 

 Sewa Mbl avanza 2 hr 350.000 700.000 

 f. Biaya FGD  1 500.000  500.000 

6 Biaya Lain-lain   2.244.000 

 a. Internet  4 bln 150.000 600.000 

 b. Copy & Back-up source 1 375.000 150.000 

 d. Cuci dan cetak foto  50.000 50.000 

 f. Biaya IGD   644.000 

7 Jumlah   10.000.000 

 

Terbilang: Sepuluh  Juta Rupiah 

 

 

 

 

 



 
 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN  

1. adanya sekngeta antar wilayah yang sedang terjadi saat ini di Sumatera Selatan, maka 

sebaiknya cara yang digunakan jangan melalui pengadilan, akan tetapi dengan 

menggunakan metode ADR yaitu dengan cara hybrid mediasi dan arbitrase. Terdapat 

tiga macam hybrid kedua metode ini berupa med-arb dan arb-med dan arbmed-arb. 

dari ketiga proses Arbitrase Hybrid yang ada dimana berupa Med-Arb, Arb-Med, dan 

Arb-Med-Arb, yang merupakan proses terbaik untuk diterapkan di Indonesia yaitu 

proses Arb-Med-Arb dimana pada proses tersebut menjanjikan suatu putusan yang 

bersifat final dan mengikat serta semua permasalahan yang dibawa kepada proses Arb-

Med-Arb tersebut akan diselesaikan melalui proses ini. 

2. Pengakuan dan pelaksanaan hybrid mediasai dan arbitase ini pada dasarnya sama 

dengan pelaksanaan putusan arbitrase biasa, baik itu terhadap putusan arbitrase yang 

nasional maupun internasional. Hal ini dikarenakan seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya bahwa proses ini terbentuk di karenakan adanya suatu kombinasi untuk 

menutupi kekurangan dari proses mediasi, yang sifatnya bukan putusan akan tetapi 

kesepakatan para pihak. Kekuatan hukum dari kesepakatan para pihak ini tentunya 

akan sangat kurang. Oleh karena itu hasil akhir dari proses hybrid arbitrase dan 

Mediasi ini adalah Putusan Akhir yang disebut “award” sehingga pelaksan.akan 

putusan dari proses ini sama dengan pelaksanaan putusan arbitrase biasa. 

3. Seorang kepala daerah yang baik seharusnya mampu juga memahami proses 

bermediasi dan arbitrase ini karena akan sangat penting dalam menunjang tugas yang 

akan dilaksanakannya sebagai pemimpin wilayah yang memiliki kewenangan untuk 



 
 

menyelesaikan setiap persoalan yang berada dalam wilayah jurisdisksinya. Dalam 

fungsinya sebagai mediator tahap-tahap bermediasi harus benar-benar dilaksanakan 

dan keberpihakan tidak boleh ada namun ketika terjadi kebuntuan dalam proses 

mediasinya, maka fungsi mediator kemudian berubah menjadi seorang arbiter yaitu 

memutuskan perkara dan dituangkan dalam sebuah putusan yang memilliki kekuatan 

hukum yang tetap. Dalam posisinya sebagai kepala daerah, merupakan seorang tokoh 

yang sangat dihormati, merupakan suatu modal utama dari seorang mediator untuk 

dihormati dan didengarkan sarannya oleh para pihak.  

 

B. SARAN 

          Dalam kegiatan FGD yang dilaksanakan masih terdapat para audience yang merupakan 

gabungan dari lurah, kepala desa, perangkat kecamatan, belum benar-benar memahami apa 

yang dimaksud dengan mediasi dan arbitrase. Bagaimanakah pelaksanaan putusannya dan 

bagaimana seandainya ada pihak yang tidak mamu mematuhi kesepakatan yang telah dibuat. 

Oleh karena itu perlu untuk dilakukan pelatihan mengenai ADR agar fungsi mereka selaku 

pemimpin diwilayahnya lebih dapat dilakukan dengan baik. Terutama Proses hybrid Mediasi 

dan Arbitrase yang relative masih baru dan merupakan cara modern yang sebenarnya 

merupakan akar budaya bangsa Indonesia. 
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